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ABSTRAK

Pelaksanaan pemberian izin usaha karaoke di Kota Dumai termasuk
kedalam bagian dari keputusan atau beschikking. Sifatnya adalah hukum publik
dalam Hukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Kota Dumai yang melakukan pemberian izin adalah-Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Setiap usaha.hiburan pariwisata
termasuk juga karaoke harus memiliki izin yang diatur dalam Peraturan Walikota
Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Namun,
dalam pelaksanaanya masih terdapat tempat usaha karaoke yang masih belum
memiliki izin usahanya. . Hal" itu' ‘dikarenakan .kurangnya pengawasan yang
dilakukan pemerintah -terkait pengawasan tempat-tempat usaha yang sudah dan
belum memiliki izin usaha tersebut.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam pelaksanaan penelitian ini
adalah bagaimana pelaksanaan pemeberian izin usaha karaoke di Kota Dumai
berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan
pemberian izin-usaha karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota
Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar.Usaha Pariwisata. Metode
yang dipakal dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian
observational ‘research, yaitu suatu jenis penelitian yang pengumpulan datanya
dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan menggunakan alat
pengumpulan data berupa form wawancara. Sedangkan sifat atau analisis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu metode penelitian yang dipakai
untuk menggambarkan suatu~kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau
berlangsung. Tujuannya agar dapat-memberikan data sedetail mungkin mengenai
objek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang
ada.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian izin usaha karaoke
di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan dengan baik. Hal ini
dikarenakan masih adanya usaha karaoke di-Kota Dumai yang belum memiliki
izin yang telah diatur dalam Perwako_ini. Para pelaku usaha hanya memiliki izin
dari RT dan ketua pemuda setempat dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang
diberikan pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Beberapa
faktor penghambat pelaksanaan izin yaitu adanya pembatasan jumlah perizinan
karaoke di Kota Dumai, kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam
melaksanakan pengurusan perizinan, serta banyaknya masyarakat yang merasa
dipersulit oleh syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah daerah yang
menyebabkan para pelaku usaha karaoke Kota Dumai enggan untuk melakukan
kewajiban sebagai pemilik usaha untuk memiliki izin resmi pemerintah Kota
Dumai.

Key: Perizinan, Karaoke, Pengusaha
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ABSTRACT

The conduct of granting a karaoke business permit in Dumai City is
included in the part of the decision or beschikking. Its nature is public law in State
Administrative Law carried out by government agencies. The city of Dumai that

granted the permit w top Integrated Services
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limitation on the number of karaoke 35'In Dumai City, the lack of awareness
of the community in carrying out licensing, and the many people who feel
complicated by the conditions given by the local government which causes the
karaoke business players in Dumai City to be reluctant to do obligation as a
business owner to have official permission from the Dumai City government.

Key: Licensing, Karaoke, Businessman
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BAB |

PENDAHULUAN

berdasarkan

egara yang

ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah
Provinsu itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten,
dan Kota mempunya pemerintah daerah masing-masing, yang diatur dengan
Undang-Undang”. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan

pemerintah haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai Negara yang
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menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintah itu terdiri atas

urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Dalam Pasal 18 A ayat

(2) “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan

pasal 1 ay

-
7

aeNavAsy

ialah bentuk
menetapkan g Isi pokok pikiran

kedaulatan ra

Ak
.i{‘ | =

AL LY

5

%

Tujuan

IV Pembukaan & ar Ne onesia (UUD Negara

Q.‘

1. Melindungi segenap ba de uruh tumpah darah Indonesia

RI) Tahun 1945:

2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4.  lkut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikarenakan

hal itu merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Pelayanan pemerintah dalam
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proses administarsi di pemerintahan atau dalam pemberian izin harus sesuai
dengan prosesnya, ini akan mempengaruhi Kinerja pelayanan pmerintahan

terhadap masyarakat. Apakah pelayanan itu sudah baik yang mana terjangkau,

ketentuanya.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi
pengaturan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk
penndaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan
sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi

perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan
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atau tindakan. Dengan memberikan izin usaha, penguasa memperkenankan orang
yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya

dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengaharuskan adanya

10. Usaha hotel
11. Usaha salon
12. Usaha karaoke, dan lainnya.

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggug jawab untuk mengusahakan

kesejahteraan bagi warganya. Untuk itu pemerintah daerah mesti bersikap

proraktif dengan menerbitkan peraturan-peraturan daerah untuk mengatur setiap



kebutuhan yang menjadi bagian dari masyarakat daerah tersebut sehingga peran
pemerintah daerah sebagai penguasa dalam berbagai kegiatan warga semakin
nyata. Menurut pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa pemerintah daerah berhak
menetapkan peraturan daerah-dan_peraturan-peraturan lain.untuk melaksanakan
otonomi-dan tugas pembantuan.

Serta hal tersebut juga_tertuang. di dalam,pasal 17 UU Ne. 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah
untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
dan salah satu kebijakan terhadap perizinan usaha di daerah tersebut. Sehingga
dengan adanya kebijakan di bidang perizinan, hal tersebut menandakan bahwa
adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mecampuri, mengarah, bahkan
mengendalikan berbagai aktivitas masyrakatnya tersebut.

Kota Dumali terdapat berbagai jenis usaha pariwisata, seperti yang tercantum
di dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar
Usaha Pariwisata terdiri dari beberapa jenis usaha salah satunya yaitu Karoke.
Karoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas
untuk menyanyi yang diiringi music yang.dilakukan dalam suatu ruangan kedap
suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar.
Pada Dasarnya Keberadaan Usaha Karoke Sudah Diatur Dalam Peraturan
Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Dimana Dijelaskan Pada Bab II Usaha Pariwisata pasal 4 ayat (1) “setiap
pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan

pendaftaran usaha pariwisata”.
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Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata Kota Dumai merupakan sebuah kebijakan yang bersifat baru, oleh

sebab itu perlu dilakukan komunikasi kepada masyarakat dalam bentuk

pariwisata K

Kete

el
g{ /
[
Al
..
's

L/
v

8.  Ketentuan Peralihan
9.  Ketentuan Penutup
Dengan adanya sosialisasi tersebut pemerintah berharap agar terciptanya

suasana kondusif di kota Dumai.
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Adapun syarat-syarat seorang pengusaha yang ingin mendapatkan izin
untuk mendirikan sebuah usaha menurut perwako nomor 24 tahun2017 adalah
sebagai berikut:

1)

2)

c. Fotokopi rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha

pariwisata berdasarkan standard masing-masing usaha pariwisata

d. Fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup

e. Fotokopi IMB (izin mendirikan bangunan) bagi usaha yang memerlukan
bangunan fisik.

f. Fotokopi izin gangguan (HO)
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g. Fotokopi NPWPD (nomor pokok wajib pajak daerah)

h. Surat keterangan alat identifikasi dari badan sertifikat, dan

i. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan yang

pengawasan pemerintah terhadap usaha karoke yang tidak memiliki izin usaha.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah yang
berjudul “Pelaksanaan Pemberian lzin Usaha Karoke di Kota Dumai
Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang

Daftar Usaha Pariwisata.”
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B. Masalah Pokok
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka

penulis menguraikan masalah pokok sebagai berikut:

1. oke di Kota Dumai
ng Tanda
2 a Karaoke di
24 Tahun 2017

C.

Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Adapun manfaat dari penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai
berikut:
1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Administrasi

Negara khususnya dalam pelaksanaan pemberian izin usaha.
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2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan

hendaknya dapat menjadi acuan oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.

di acuan dan

Ori perizinan

endiri sebenarnya
u kenegaraan.
dan kemudian
hukum di mulai

a yang baik adalah

berkerjasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut". Tampaknya disadari besar
bahwa masing-masing orang secara sendiri-sendiri (individual) tidak akan mampu
memenuhi kebutuhannya. Atas dasar itulah, potensi dan kecakapan mereka
masing-masing sebagai homo sapiens harus dioptimalkan. Disini tiap-tiap orang

mempunyai tugas sendiri-sendiri dan dapat berkerjasama untuk memenhui

10
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kepentingan mereka. (Chaidir, Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi, 2007,

hal. 2)

Secara embrionik, gagasan Negara hukum yang telah dikemukakan oleh

berdasarkan kekuasaan melainkann berdasarkan suatu norma objektif, yang juga
mengikat pihak yang memerintah, kedua norma objektif itu harus memenuhi
syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan
berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara,
ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya

berdasarakan hukum.(Wikipedia,2018)

11
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1.  Demi kepastian hukum

2. Tuntutan perlakuan yang sama

3. Legitimasi demokrasi

menjaga
moralitas, ha ‘ 3 gara Republik

Indonesia.

2. Teori Perizinan

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian
yang sangat kompleks yaitu berupa sesuatu perihal yang membolehkan

seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal tertentu yang rnenurut

12
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peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan
dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin (verguning)

Philipus adjon ! de ' setujuan dari
penguasa : C at " ntuk dalam
keadaan terte - pang de : : ketentuan-

ketentuan lara indangan. Dengan he penguasa

pengaturan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizina dapat berbentuk
penndaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk
melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu
organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat

melakukan kegiatan atau tindakan. Dengan memberikan izin usaha, penguasa

13
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memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan

umum yang mengaharuskan adanya pengawasan. (Sutedi, Hukum Perizinan

dimana
baik yang

U, tujuan dari

unjung tinggi azas umum
pemerintahan yang layak.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha Negara
yang berwenang, yang isinya atau subtansinya mempunyai sifat sebagai berikut :
1. lzin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang

penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ

14
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yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam
memutuskan pemberian izin.

Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang

ung unsure-

g berkaitan

Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada
sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.

Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang isinya tergantung pada
sifat dan objek izin. (Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan

Public, 2015, hal. 173-175)

15
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Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya
dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai

aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan

organisasi

yang harus

Jadi f

E. Konsep Operasional
Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna,
sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan

penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian “Pelaksanaan

16
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Pemberian lIzin Usaha Karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota
Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut :

1.  Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana

F.  Metode Penelitian
a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat
dikelompokkan kedalam penelitian observational research dengan cara survai,
artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun

kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan

17
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penelitian penulis ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil

sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara

sebagai alat pengumpulan data yang pokok. (Effendi, Metode Penelitian

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 dalam pelaksanaan Perizinan
di Bidang Kepariwisataan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya,

yang berhubungan dengan penelitian ini.

18
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C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di

Kota Dumai. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena lokasi

izin usah

d.

Pop : eluruha , 1 n.cifil yang sama.
(Sunggono pel adalah

himpunan b keseluruhan

No

Persentase

100%

Pintu (DPMTSP) Kota Duma

Kepala Bidang Penyelenggaraan
2 Perizinan dan Non Perizinan 1 1 100%

DPMPTSP Kota Dumai

3 Pengusaha Karaoker 23 10 43%

Jumlah 25 12 100%

19
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e.  Alat Pengumpul Data
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan Teknik

pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara Yyaitu pengumpulan

er maupun

berdasarkan

Metode yang digunakan penarikan kesimpulan adalah metode deduktif.
Metode deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum
terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang
khusus. Yang umum adalah pelaksanaan pemberian izin usaha dan yang khusus

adalah izin usaha karaoke.

20
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TINJAUAN UMUM

untuk hal tertentu yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara

(KTUN). (Hadjon P. M., 2004, hal. 142-143)

Selanjutnya izin adalah salah satu instrument yang paling banyak
digunakan dalam hukum administrasi pemerintahan, menggunakan izin sebagai
saran yuridis untuk mengkontrol tingkah laku masyarakat. Izin adalah suatu

persetujuan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan

21
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pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan
larangan perundangan. Dengan memberikan izin pemerintah memperkenankan

orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang

sebenarnya dilar angk ke (o indakan yang demi

“,&Qﬁ“‘ .Q adiji, 1997,

ran perizinan

a. ifitas tertentu
b. lingkungan).

C. in tebang, izin
d. a (misalnya izin

menghuni ¢

e.  Keinginan

(Hadjon P. M., 2004, hal. 4-5)
Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau
kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi atau

perusahaan atau seseorang yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan

22



usaha. Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup principal,

dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur

baurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting artinya setelah

beberapa waktu karena maksudnya hanya_sebagal 1zin untuk melakukan suatu

perbuatan tertentu saja, karena seseorang yang dalam melakukan tindakan berupa

kegiatan haruslah mempunyai-izinidan pada dasarnya dapat diubah atau ditarik

kembali. Tinjauan dari perizinan tersebut adalah Untuk mengatur tindakan-

tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya di anggap salah.

Didalam hukum istilah izin disebut juga dengan Vergunning, dan tidaklah

mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan izin.

Pendapat para ahli mengenail pengertian izin diantaranya :

1.

Menurut Utrecht izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya
melarang suatu perbuatan tetapi masih memperkenankan asal saja diadakan
secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi
Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
Menurut Prins izin adalah keputusan administrasi Negara berupa peraturan
tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan
asal saja diadakan secara ditentukan untuk masing-masing hal yang
kongkrit.

Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten berger izin adalah salah satu instrument
yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah
mengunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku

warga masyarakat.
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Selain dari pendapat beberapa ahli diatas, terdapat juga pengertian izin yang

tertuang dalam peraturan-peraturan yang berlaku, “misalnya dalam Peratura

Mentri Dalam Negri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata

a.

tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenan
bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan
pengawasan khusus atasnya.

b.  lzin dalam arti sempit

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan.

Izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang

24
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untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-

keadaan buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh

pembuat undang-undang tidak seluruhnya di anggap tercela, namun dimana

perkenaan

tindakan y

ketentuan-ke

a.

perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.

Menurut van Der Vot “Disepensasi merupakan keputusan administrasi
Negara yang mebebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan dari suatu

peraturan yang menolak perbuatan itu”.
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Konsensi
Konsensi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang

besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali. Pekerjaan itu

umum, lalu

pengendalian dari pada aktifitas-aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu
dimana aturan dan Kketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus
dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang

berwenang atasnya.

Sebagai salah satu instrument yuridis pemerintah, izin yang dianggap

senagai ujung tombak instrument hukum berfungsi sebagai :

26
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a.  Pengarah

Kegiatan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu yang

dilakukan oleh masyarakat misalnya izin bangunan.

b.
ngan atau

C.
dilakukan oleh

d.
antara yang
tindakan yang
tercapai sesuai

e.

Tujuan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan
yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Jadi,
Perizinan sebagai instrumen usaha implementasi program pemerintah yang
menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah

daerah bisa lebih leluasa untuk menggunakannya sesuai dengan rambu peraturan
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perundangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi azas umum
pemerintahan yang layak.

Tujuan dari perizinan harusnya dikaitkan dengan peristiwa yang konkrit

1.
sarkan rank
syarat-syarat
2.

_yan dimaksudkan untuk
atas kegiatan,
ng, sarana dan
gan umum dan

3.
erjadi penyalah gunaan
U yang mempunyai izin resmi.
4.  Membagi objek-objek yang sediKi

Suatu kegiatan yang yang bertujuan memberikan kesempatan bagi seseorang
atau badan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan
obejek-objek untuk kegiatan tersebut.

Dengan adanya izin, berarti penguasa telah memberikan atau

memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan
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tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang
mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan

dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan

persyarata

Dala

tertuang da

dikeluarkan

2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara
yang berwenang, yang isinya atau subtansinya mempunyai sifat sebagai berikut

(Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, 2010, hal. 173-175) :
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Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang

penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang

berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam

Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang mengandung unsur-unsur
memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
Disamping itu, izin yang bersifatkan memberatkan merupakan pula izin
yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.

Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang
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tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu
beban.

5. lzin yang segera berakhir adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan

dan 101°23°377-101°28’13” Bujur Timur. Kota Dumai mempunyai luas 1,727.38
Km? dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat.

o Sebelah  Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Laksamana

Kabupaten Bengkalis.
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o Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bhatin Solapan dan
Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

o Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan

organosol

Kota Duma

terkecil pada bulan Juni yaitu sebanyak 6 hari.
Berikut adalah tabel keadaan geografi Kota Dumai Tahun 2017 secara

umum.
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Tabel 11. 1

Keadaan Geografis Kota Dumai Tahun 2017

Uraian Keterangan

Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur. Kemudian

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, serta
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan

dan Medang Kampai, sehingga Kota Dumai memiliki lima kecamatan yaitu :
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Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur,

Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai. Pada tahun 2009

ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2009 Pembentukan Dua

_— . il
' m Persentase
g
"@ 11,58%
|
2 l; da 21,59%
3 Sur 56,47%
‘;
4 DU 2,60%
Va
5 ai Se 4,26%
6 2,75%
7 Dumai Kota 0,75%
Dumai 1727,38 100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

Tabel 11. 3

Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017

No

Kecamatan

Kelurahan

Bukit Kapur

5
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No Kecamatan Kelurahan

2 Medang Kampai 4

3 Sungai Sembilan 5

No. 16 tahu
pemerintah 3 erdiri ata ‘l[ an, dan 9 desa.

Kemudia berdasa tura ' ne 2009 dimekarkan

dan 22 Dinas dan badan serta 8 anan masyarakat, diantaranya Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai. Sekretaris Daerah
membawahi 3 (tiga) Asisten dan 11 bagian yaitu:
A. Asisten | (Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat) yang membawahi:

e Bagian Adm Pemerintahan Umum

e Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat

e Bagian Adm Pertanahan
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e Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi
B.  Asisten Il (Perekonomian dan Pembangunan) yang membawahi:

e Bagian Adm Perekonomian

S

’- LI ]

ﬂ
s

q
@D
>
o
D
>
[s¥)
o
D
=]
)

4.

Pegawai negri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2017
berjumlah 4.094 orang dengan rincian golongan I berjumlah 21 orang, golongan Il
berjumlah 980 orang, golongan Il berjumlah 2.357 orang dan selebihnya
sebanyak 736 orang adalah golongan IV. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki
berjumlah sebanyak 1.429 orang dan perempuan berjumlah sebanyak 2.665 orang.

Pada tahun 2017 jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislative
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sebanyak 30 orang dan berdasarkan gender ada 26 orang laki-laki dan 4 orang

perempuan. Berikut adalah rincian jumlah pegawai negeri Sipil Tahun 2017.

Tabel 11. 4

A K duduk .
ependudukan “\“‘

Jumlah penduduk kota © an hasil sensus penduduk tahun
2010 (SP 2010) sebanyak 255.096 jiwa dan luas wilayah seluas 1,727.38 km?
sehingga kepadatan penduduk dikota dumai tahun 2010 adalah 148 jiwa per km?.
Dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebesar

2,23 persen, jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2017 sebanyak 297,638

jiwa. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 144.907 jiwa, sedangkan banyak
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jumlah penduduk laki-laki adalah 152.731 jiwa, dengan kepadatan penduduk

sebanyak 172 jiwa per km?.

Kecamatan penduduk terbanyak pada tahun 2017 adalah Dumai Timur

dengan jumlah p

jiwa

016, dan 2017

edangkan kecamatan

P LTRSS 'a,

h penduduk

No
2017

1 45.479
2 11.923
3 Sungai Sembilan 32.564
4 Dumai Barat 36.032 41.479 42.364
5 Dumai Selatan 46.143 52.645 53.629
6 Dumai Timur 55.106 62.932 64.127
7 Dumai Kota 41.535 46.844 47.570
Total 255.096 291.908 297.638

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018
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Berikut adalah tabel laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kota
Dumai Tahun 2010 hingga tahun 2017.

Tabel 11. 6

i. Tahun 2010-2017 (%)

kenaikan sebesar 9,27 persen jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan, pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan
pencari kerja laki-laki, yang mana pada tahun 2017 terdaftar 3.650 laki-laki dan
sedangkan perempuan 1.996 pendaftar pencari kerja. Proporsi terbesar pencari
kerja yang mendaftar pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi di tahun 2017

adalah yang berpendidikan terakhir SMA vyaitu sebesar 4.319 orang (76,50
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persen). Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 1.285 orang (22,76 persen) berusia

antara 15-19 tahun, dan 3.683 orang (65,23 persen) berusia antara 20-29 tahun dan

sisanya 678 orang (12,01 persen) berusia 30 tahun ke atas.

peningkat

masyaraka

terutama pa

T LEY

Dalam ran iberlakukannya

Im dunia usaha

e Lo\ E Y

peluang usaha,

Dumai  Nomor 26 Tahun 2005

dalam Kantor Pelayanan Terpadu (KP
Seirimg berjalannya waktu, Kantor Pelayanan Terpadu Dan Penanaman
Modal (BPTPM) Kota Dumai tahun 2011. Dengan telah dibentuknya BPTPM,
pemerintah Kota Dumai kembali melakukan perubahan status Oraganisasi
Prangkat Daerah (OPD) BPTPM menjadi DINAS PENANAMAN MODAL dan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) Kota Dumai pada tahun
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2017. Dengan terbentuknya DPMPTSP tersebut maka pelayanan masyarakat
dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, transparan dan pasti.

Dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi nasional Indonesia,

untuk penyele layan . e yang prima dan satu
pintu. Hal
kondusif ba
ekonomi masyarakat Ko of éﬂ an prima adalah
sebagai mana ya )-dalam ke : 81 tahun 1993

antara lain : 2 )nomis, Adil, Dan

a.  Mewujudkan pelayanan prima
b. Meningkatkan efisiensi dan efektibilitas kinerja aparatur pemerintah Kota
Dumai, khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat.

c. Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang pada

gilirannya masyarakat dapat terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam

berbagai kegiatan pembangunan.
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Visi dan misi serta janji layanan dari Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

blic terbai . luas terhadap dunia

usaha d “‘Q“- ‘ .‘.a. nadani pada

1 Jalam segala
jenis
2.

u Pintu terdapat
standar pel olak  ukur yang
dipergunakan acuan penilaian
kulalitas pelay: elengaraan kepada
masyarakat dalam r epat, mudah, terjangkau
dan terukur. Tujuan stand ntuk memberikan kepastian

meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan unit pelayanan
terpadu satu pintu dengan keputusan walikota dumai nomor 60 tahun 2001
tanggal 07 Desember 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit
pelayanan terpadu satu pintu Kota Dumai.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Dumai adalah sebagai berikut :
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Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Dumai

Sekretariat :

e Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

e Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

e Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4.  Bidang Penyelengaraan Perizinan dan Non Perizinan

e Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |

e Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Il
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e Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 111
5.  Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan

e Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

diperlukan pe il yang ¢ da i lah pegawai
Dinas Penanamg dal dan F ’u Dumai adalah

sebanyak g ul erizinan. Pegawai-

pegawai terse el la .'" -l. a orkail ang sesuai dengan
bidangnya ahli dibidang
pelayanan y. angani ,: ofs pegawai DPMPTSP

menurut ting

No
1 26 orang
2 Strata 11 5 orang
3 Diploma 11 8 orang
4 Diploma IV 1 orang
5 SLTA 11 orang
6 SLTP

Sumber: Data DPMPTSP
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Dengan kondisi pegawai yang ada di dalam DPMPTSP Kota Dumai akan
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Berikut adalah

tabel jabatan dan jumlah staf yang diduduki para pegawai :

Pelayanan

Sumber: Data DPMPTSP

Sesuai Peraturan Walikota Dumai tentang Pendelegasian Kewenangan
Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota dumai. Adapun jenis
Perizinan yang dilimpahkan kewenangannya oleh Walikota Dumai kepada

DPMPTSP Kota dumai sebanyak 74 jenis Perizinan dan didalamnya termasuk
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juga tentang Perizinan Usaha Karaoke yang sedang penulis teliti pada saat ini

dan penyelesaian perizinan tersebut adalah 5 hari kerja.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

umum pemerintahan yang layak. Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja
diadakan secara yang ditentukan untuk masing masing hal konkret, maka
perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat

suatu izin (verguning).
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Kota Dumai telah berkembang dengan sangat pesat seiring berjalanya
pembangunan yang sangat pesat dewasa ini. Secara administrasi Kota Dumai
dipimpin oleh Walikota. Didalam melaksanakan roda pemerintahan dan
pembangunan menjadi harapan.untuk dapat.menjawab setiap permasalahan dan
tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan
lainnya dalam masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab
untuk mengusahakan Kesejahteraan bagi warganya. Untuk itu pemerintah mesti
harus bersikap proaktif terhadap masyarakat bukan malah sebaliknya. Peran
penguasa di berbagai kegiatan masyarakat semakin nyata. Salah satunya adalah
campur tangan penguasa terhadap aktivitas warga untuk mencampuri,
mengarahkan, bahkan juga mengendalikan apa saja aktivitas yang dilakukan
masyarakatnya agar mampu menjamin terciptanya keamanan lingkungan dalam
rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat.

Salah satu aspek yang paling penting adalah dalam melaksanakan fungsi
aparatur pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya
sehari-hari. Untuk itu lah pemerintahan apartur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.membentuk sistem administrasi agar dapat
memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi bagi seluruh masyarakat tanpa
terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Jika hal itu ingin terjadi dan tercipta
hendaknya dilakukan dan disikapi oleh pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan serta meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintahannya yang
lebih baik lagi dan berwibawa, efisien, efektif dan produktif dalam melaksanakan

roda pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan Kkinerja dari aparatur
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pelaksanaanya itu sendiri. Dengan adanya pelayanan yang baik, akan dapat
menimbulkan rasa puas dan sikap positif dari masyarakat.

Masyarakat akan senang dan puas apabila mendapatkan pelayanan yang
baik dan ramah yang diberikan.oleh pemerintahan. Tingkat-kepuasan masyarakat
inilah akan menjadi tolak ukur pemerintah untuk dapat menilai keberhasilan
pelayanan publik itu di lingkungan masyarakat dan sekitaran pemerintrahan itu.
Maka perlu sekali pemerintahan memberikan dan menyuruh semua anggotanya
untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Banyaknya bidang usaha di Kota Dumai ini menjadi salah satu pandangan
pemerintah untuk bisa mengawasi dan menertibkan agar terciptanya lingkungan
yang damai dan aman di lingkungan masyarakat, dan akan membuat para
pengusaha merasa nyaman dalam menjalankan usahanya sehinggan dapat
memberikan dampak yang sbaik untuk kemajuan Kota Dumai nantinya. Salah
satunya adalah bidang usaha hiburan yang di ambil adalah bidang usaha hiburan
karaoke. Usaha hiburan karaoke di Kota Dumai ini sangat banyak diminati karna
karoke bisa membuat refresing terhadap diri seseorang sehingga membuat diriinya
rilex atau bisa melupakan masalah yang dishadapinya sejenak atau banyak warga
ketempat hiburang karaoke untuk menyalurkan bakat terpendamnya atau bisa saja
meluapkan kekesalanya dalam sebuah nyanyian.

Tempat hiburan karaoke adalah tempat dimana suatu usaha yang
menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi music
yang dilakukan dalam suatu ruangan kedap suara dengan pencahayaan yang

memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar. Disetiap daerah yang ada di
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Indonesia pasti memiliki tempat usaha karaoke karna setiap warga Negara pasti

menginginkan tempat hiburan ataupun rekreasi. Tidak heran banyak para

pengusaha yang ingin mendirikan bisnis karaoke ini karena ini sangat menjanjikan

kenyama

5
»

©

D

—

>

o

[

>
(=]

QD

>

o

QD

=

sehingga
apabila ko
konsumen
pengusaha
Namun, pe
setempat ses
dengan adanya
pemerintah dan ¥ ‘
usaha tersebut. . .

Di Kota Dumai ban ‘ aha hiburan karaoke, sehingga
konsumen bisa memilih tempat karaoke mana yang ini didatangi. Tidak terlepas
dari itu masih ada tempat karaoke yang masi belum mengantongi izin usaha,
namun ada juga pengusaha yang benar-benar mengikuti peraturan pemerintah
Kota Dumai. Para pengusaha yang ingin mendapatkan izin usaha hiburan karaoke,

harus mengurus surat izin yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Namun banyak
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pengusaha karaoke yang tidak melakukan pengurusan izin usaha dan tidak jarang
melakukan kecurangan terhadap pengurusan izin usaha karaoke. Pera pengusaha

hanya mengurus surat izin usaha karaokenya dari RT setempat, Camat, Lurah, dan

2017 Tentang
Tanda Daft: ariwi h dijel G a memperoleh izin
usaha. Pengusa anya me - yan ‘: : : an dalam peraturan

tersebut. Deé Si ] nulis pemerintah Dinas

1. A g akan diurus ke loket

sudah mendapatkan informasi tentang apa yang harus dilakukan untuk
mendaftar usaha maka pemohon harus membuat Nomor Induk Berusaha
(NIB) bisa langsung ke kantor DPMPTSP maupun bisa secara Online
melalui websitenya www.0SS.go.id tersebut.

2.  Tahap selanjutnya pemohon mengisi formulir serta melengkapi persyaratan

sesuai dengan PERWAKO No 24 Tahun 2017 sebagai berikut:
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1)  Syarat Administratif

o Nama penanggung jawab usaha

o Nama perusahaan

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan penanggung
jawab usaha.

o Fotokopi rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis
usaha pariwisata berdasarkan standard masing-masing usaha
pariwisata.

. Fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup.
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o Fotokopi IMB (izin mendirikan bangunan) bagi usaha yang

memerlukan bangunan fisik.

o Fotokopi izin gangguan (HO).

2)

& LIS Ny

Letak lokasi us ebih 100 meter dari rumah ibadah

dan sekolah.

o Dan letak lokasi usaha satu dengan lainnya harus lebih dari 50
meter.

Pemohon menyerahkan berkas permohonan keloket pendaftaran, dan

pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen

persyaratan yang di sampaikan adalah abasah, benar dan sesuai fakta.
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Pemeriksaan berkas pemohon
o Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan

pendaftaran usaha.

setelah permohonnan pendaftar usaha pariwisata dinyatakan lengkap.

o TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan
usahanya.
o TDUP wajib di daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

o Daftar ualang TDUP paling lama 30 hari sebelum masa berlaku habis.

54



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

6.  Survey kelapangan langsung dari pegawai DPMPTSP dan Dinas Pariwisata
dan di temani oleh lurah setempat untuk melaukan pembinaan intern tentang

usaha karoke tersebut, seberapa banyak ruangan, berapa kapasitas

Setelah melakukan

7. an Modal dan
itkan izinnya.
DPMPTSP dan

8.
nomor 24 tahun
2017 tentang ta izin usaha karaoke
termasuk kedalam p putuhkan untuk membuat
surat-surat lain demi mend karaoke tersebut. Itulah yang

harus diperhatikan dan harus di siapkan oleh pemilik usaha karaoke sebelum
membuat surat izin usaha karaoke ke pemerintahan setempat. Secara umum Sudah
sangat jelas tahapan ataupun proses pembuatan izin ini telah diatur dalam
Peraturan Walikota Dumai, agar semua masyarakat atau khususnya pemilik usaha
karaoke harus menaati atau melakukan pembuatan surat izin usaha mereka, sudah

dijelaskan apa saja syarat-syarat umum yang harus disiapkan oleh pemilik usaha
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karaoke mereka hanya tinggal menjalannkan tahapan atau langkah-langkah yang
sudah ditentukan dalam proses melakukan pembuatan perizinan.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan perizinan memang memerlukan waktu
yang terbilang sedikit lama, karena banyakknya berkas yang.harus disiapkan oleh
pemilih usaha terlebih dahulu, itulah kenapa sebelum datang membuat izin usaha
tersebut si pemilik usaha harus bener-bener menyiapkan syarat maupun berkas-
berkas yang akan diminta olem pemerintah terkait dalam pembuatan surat izin
ber usaha tersebut. Agar tidak memakan waktu yang lama, sehingga pemilik usaha
karaoke hanya tinggal mengikuti alurnya saja.

Jangan sampai pemilik usaha karaoke dengan syarat yang belum lengkap
datang ke pemerintahan untuk membuat izin, karena pasti- pemerintah akan
meminta untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan guna memenuhi syarat
yang telah ditentukan olehsperaturan pemerintah tersebu. Tahapan atau proses
yang harus dilalui pemilik usaha karaoke memang bukan satu tahapan saja, karena
pemilik usaha karaoke harus mendatangi beberapa tempat agar dapat melengkapi
berkas-berkas atau ‘syarat-Syarat yang diminta eleh pemerintah itulah yang
membuat pelaksanaan pemeberian izin'terbut. menjadi lama.

Sebagian besar pemilik usaha Kkaraoke selalu berdalih bahwa pemerintah
Kota Dumai tidak mampu mengeluarkan surat izin usaha karaoke dengan alasan
tidak lengkapnya prosedur administarsi yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha
yang ingin memperoleh surat izin usaha karaoke dari Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Disamping itu

pemilik usaha karaoke juga merasa bahwa mereka di susahkan karena harus bolak
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balik kantor yang berbeda guna mendapatkan surat-surat yang di butuhkan untuk
mendaftarakn usaha karaokenya sebagai syarat administrasi dari pemerintah yang

tercantum di dalam perwako kota dumai. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu

pemilik us ; : n.berkas selengkap
mungkin a
memakan

sesampainya dis 0 melengkapi berkas-
berkas yang ang dari syze inista ajuka tuk melakukan
permohonan

Tetapi 3 3 mai yang tidak

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ikut berperannya para pengusaha dalam menegakkan Peraturan Walikota
Dumai Nomor 24 tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, hal
tersebut merupakan instrument kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan
pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas

sosial maupun ekonomi. Setidaknya para pengusaha yang taat hukum ini tidak
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menghawatirkan akan adanya pungutan-pungutan liar yang berujung kepada uang
keamanan yang dipungut oleh sejumlah oknum-oknum tertentu atau unsur

kepemudaan. Agar usaha karaoke yang dimilik oleh pengusaha taat hukum ini

ihak lain. Pemerintah

N\ “hm’\q‘..“ .@&. aman oleh

dapat terus berjale

2

ada pemerintah

Kota Dum: : an pemerintah dalam

NO

Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2019

Data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 7 (tujuh) oranng
responden menjawab telah melakukan pendaftaran izin usaha karaoke ke Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai,
sedangkan sebanyak 3 (tiga) orang responden menjawab tidak melakukan

pendaftaran izin usaha karaoke ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
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Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Adapun alasan yang dikatakan
responden tersebut adalah perosedur yang berbelit-belit atau banyaknya
pengurusan surat yang diminta pemerintah sehingga pengurusan izin harus bolak
balik kekantor yang berbeda-untuk mendapatkan surat yang dibutuhkan atau
dimintaoleh pemerintah. Dalam rangka memenuhi Syarat administrasi dari
pengurusan izin tersebut, _pelaku’ usaha syang tidak memiliki izin juga
menyampaikan dibutuhkannya waktu yang sangat lama untuk mendapatka surat
izin usaha tersebut. Maka sampai saat ini, keberadaan izin usaha karaoke di Kota
Dumai sebagian pemilik usaha masih belum dimiliki oleh pelaku usaha. Hal
tersebut masih berjalan hingga sekarang karena minimnya pengawasan dan
tindakan dari pemerintah terkait dalam pengamanan usaha yang tidak memiliki
izin tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di, lapangan, disini dapat penulis
paparkan bahwa terdapat dampak negatif terkait pelaksanaan perizinan usaha
karaoke di Kota Dumal. Salah satu dampak negatif yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat yang berada disekitar usaha karaoke adalah ketidaktaatan akan
peraturan walikota yang telah ditetapkan oleh-pemerintah Kota Dumai. Selain itu,
terdapat berbagai hambatan dan masalah dalam pelaksanaan perizinan usaha
karaoke di Kota Dumai lainnya. Sehingga masih banyaknya dijumpai masyarakat
atau pengusaha (pemilik usaha) yang tidak memiliki izin usaha karaoke di Kota
Dumai.

Pemerintah Kota Dumai sebaiknya melakukan pengawasan yang terhadap

usaha karaoke di Kota Dumai yang masih ada beberapa tempat usaha karaoke
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yang belum mendapatkan izin dari pemerintah Kota Dumai. Dengan berbagai
macam alasan pemilik usaha tidak mau melakukan perizinan. Sangat disayangkan
sekali padahal itu jelas telah diatur dalam Peraturan Walikota Dumai itu sendiri.

Pada dasarnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat
dilaksanakan dengan baik. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi
para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang
itu nihil, ‘'maka kekuatan para implementer dimata public tidak terlegitimasi,
sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. (W.N.Dunn, 2000,
p. 73)

Banyak jenis izin usaha yang terjadi dilapangan. Bahkan beberapa usaha
tidak memiliki«izin usaha karaoke. Dikota Dumai masih ada tempat karaoke yang
belum memliki izin, tentu saja berpotensi sangat besar bahwa penyelenggaraan
tidak sesuai dengan apa yang-telah di tentukan oleh aturan-aturan pemerintah Kota
Dumai. Seperti kualitas layanan yang tidak terjamin, banyaknya penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi, kualitas bangunan yang belum tentu sesuai dengan
aturan yang bias saja membahayakan pengunjung. Bahkan dapat memberikan efek
negatif kepada masyarakat yang tinggal disekitaran tempat usaha karaoke di Kota
Dumai.

Pada umumnya permohonan pembuatan izin harus melalui serangkaian
prosedur dan beberapa sayarat yang harus dilengkapi yang telah ditentukan oleh
pemerintah. Apabila permohonan ini tidak dilakukan akan dikenakan sanksi.
Itulah sebabnya pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap setiap bidang

usaha apapun yang harus melakukan permohonan perizinan salah satunya adalah

60



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

usaha karaoke ini. Untuk penegakan pembuatan izin itu memang harus atas
wewenang kepala pemerintahan, pembuatan dan peneetiban ketetapan izin ini

merupakan tindakan hukum dari pemerintahan.

a Dumai nomor 24

adalah pengawasa iba : ; anggar peraturan.
egakan hukum

pelanggaran-
pelanggara : a ] j' mukan. Masih
diperlukan | yang berlanjut
guna menge peraturan yang

berlaku.

daerah Kota Dumai. Serta akan sangat membantu perkembangan dan kemajuan

dari Kota Dumai.
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B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha
Karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai
Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Usaha Pariwisata
Pelaksanaan+pemberian-izin usaha pada dasarnya merupakan kerjasama

yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pemerintah Daerah dengan masyarakat

pemilik usaha. Hal ini merupakan pelayanan umum yang diterima masyarakat dan
diselenggarakan oleh pemerintah daerah tersebut. Sehingga adanya permasalahan
atau hambatan di salah satu pihak akan menyebabkan permasalahan lainnya
timbul hingga mengurangi kredibilitas pelaksanaan pelayanan umum tersebut.

Salah satunya adalah pelayanan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha karaoke

di Kota Dumai yang juga tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan atau

kendala. Tidak hanya hambatan terkait kinerja pelayanan pemerintahan atau

administrasi, namun juga terdapat hambatan-hambatan lainnya yang berasal dari
pelaku usaha karaoke tersebut. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan dengan Kepala Bidang Perizinan

DPMPTSP Kota Dumai, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perizinan usaha

karaoke di Kota Dumai antara lain:

1.  Sudah terdapatnya SK Walikota Dumai Nomor 162/DPM-PTSP/2019
Tentang Penetapan Jumlah Usaha dan Tempat lzin Usaha Arena
Permainan dan Usaha Karaoke di Kota Dumai
SK Walikota Dumai Nomor 162/DPM-PTSP/2019 Tentang Penetapan

Jumlah Usaha dan Tempat Izin Usaha Arena Permainan dan Usaha Karaoke di

Kota Dumai menyatakan bahwa terdapat pembatasan izin jumlah usaha karaoke
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sebanyak dua puluh usaha karaoke. Terdapatnya SK Walikota Dumai Nomor
162/DPM-PTSP/2019 yang membatasi jumlah izin usaha karaoke di Kota Dumai
merupakan solusi dari adanya potensi yang kemungkinan timbul terkait
permasalahan sosial budaya pada_masyarakat-sekitar. Permasalahan sosial yang
dinilai mungkin terjadi yaitu timbulnya gangguan kebisingan terhadap daerah
sekitarnya. Permasalahan sosial dainnya yaitusadanya kerentanan akan terjadinya
perilaku asusila dan kriminalitas yang dapat meresahkan masyarakat sekitar usaha
karaoke.

Kondisi _.ini juga merupakan pertimbangan dari belum lengkapnya
instrumen-instrumen rencana teknis pengelolan dan pembangunan Kota Dumai.
Instrumen tersebut yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Dumai. Berdasarkan wawancara dengan
Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Dumai, kondisi tersebut menghambat
pelaksaanan perizinan karena banyaknya pertimbangan kesesuaian peletakan
ruang-ruang komersil dan non-komersil untuk perkembangan Kota Dumai di masa
yang akan datang. Sehingga, untuk mengatasi kemungkinan ketidakteraturan dan
ketidaksesuaian tersebut, pembatasan ini dianggap perlu dilakukan.

Hal ini kemudian menyebabkan munculnya penyalahgunaan aturan izin
usaha. Seperti usaha yang seharusnya mengantongi izin usaha karaoke
dimanipulasi pemilik usaha menjadi usaha kafe atau restoran. Selain banyaknya
izin usaha yang tidak sesuai, adanya SK ini menyebabkan banyaknya pelaku
usaha yang sengaja tidak mendaftarkan usaha atau tidak memiliki izin usaha sama

sekali. Alasannya karena takut tidak diberikan izin usaha ataupun pembatalan
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pendirian usaha yang notabene merupakan salah satu sumber penghasilan pelaku
usaha tersebut.

Banyak dan semakin berkembangnya usaha karaoke yang tidak memiliki
izin atau mengantongi izinwyang tidak sesual tidak lepas dari kurangnya
pengawasan pemerintah dalam masa pengurusan prosedur perizinan maupun
monitoring dan evaluasi selama; usaha tersebut berjalan. Baik itu pengawasan dari
Satpol PP maupun pemerintah terkait lainnya yang ada di Kota Dumai. Adanya
SK Walikota Dumai Nomor 162/DPM-PTSP/2019 disisi lain.memiliki dampak
positif terhadap pengurangan tingkat asusila dan tindak kriminalitas lainnya. Hal
ini sesuai dengan dasar dan tujuan pembuatan SK tersebut. Kebijakan dari adanya
SK ini sudah seharusnya untuk ditaati oleh semua pihak. Karena adanya alasan
dasar dan pertimbangan yang juga sesuai dengan karakteristik sosial budaya Kota
Dumai itu sendiri. Namuwn, kondisi ini pun, seharusnya diiringi dengan
pengawasan dan kebijakan lainnya terkait penanganan kemungkinan munculnya
masalah baru, yaitu akan meningkatknya jumlah usaha karaoke yang tidak

memiliki izin usaha seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

2.  Prosedur perizinan yang dianggap pelaku usaha terlalu rumit dan
membutuhkan waktu yang lama
Pelaku usaha awam umumnya belum pernah bersinggungan dengan hal-hal
terkait pengurusan dokumen perizinan. Banyak pelaku usaha yang menganggap
prosedur perizinan terlalu rumit dan membuang-buang waktu atau tidak efisien.

Hal ini menjadi hambatan terbesar dalam penegakan pelaksanaan perizinan usaha
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karaoke di Kota Dumai. Persyaratan terkait kelengkapan berkas atau dokumen
yang terlalu banyak dianggap menyulitkan pelaku usaha. Padahal syarat utama
dalam pengurusan izin tersebut adalah kelengkapan berkas-berkas terkait. Selain
itu, semua berkas-berkas atau-dokumen-dokumen yang diminta saling berkaitan
satu sama lainnya. Hal ini kemudian membuat pelaku usaha bingung hingga
enggan untuk menyelesaikan pengurusan izin tersebut.

Kurangnya efisensi waktu juga menjadi salah satu alasan pelaku usaha
enggan mengurus perizinan usaha tersebut. Pegurusan izin usaha memerlukan
waktu yang cukup lama, tidak hanya membutuhkan waktu satu jam. Namun, bisa
dibutuhkan waktu yang lebih dari satu hari ‘bahkan satu minggu. Penyebab
lamanya pengurusan izin usaha tersebut adalah dari pengurusan berkas-berkas
yang saling berkaitan yang tidak hanya dilakukan pada satu tempat instansi saja.
Akan tetapi ditempat instansi yang berbeda-beda dengan-durasi penyelesaian
berkas yang juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan bervariasi.

Kondisi int diperburuk karena banyaknya oknum-oknum yang bersifat non-
formal lebih didahulukan dalam pengurusan izin tersebut. Bisa dikatakan bahwa
pengurusan izin non-formal ini membutuhkan biaya yang lebih banyak dengan
durasi atau lamanya pengurusan izin yang lebih cepat. Disinilah ironi yang sedang
terjadi di dalam tubuh birokrasi perizinan di era otonomi daerah. Akibat
pelayanan yang diskriminatif, akhirnya pengusaha yang mengurus izin di jalur
formal tanpa melalui oknum birokrasi dirugikan. Karena waktu penyelesaian izin
usahanya jauh lebih lama dari pada yang menggunakan jasa dari oknum birokrasi

tersebut.
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Terkait kondisi tersebut dibutuhkan keprimaan dan kredibilitas dalam
pemberian pelayanan. Adanya keprimaan dan kredibilitas ini akan memberikan

kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

birokrasiny:
Penge
masyarakat. Pelayana ! :‘ : _ .: Jenting, sehingga

datangnya erg ayana 2pada sangan relevan dengan

Pelayanan desentralisasi dan otonomi daerah dapat memperbaiki pelayanan
pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan itu akan terus membaik apabila
dijalankan secara terbuka, akuntabel dan transparan. Dalam penyelenggaran
pelayanan, peran pemerintah sangat penting. Hal ini bertujuan agar
berlangsungnya pelayanan yang efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Usaha

yang sedang dilakukan dalam memperbaiki pelayanan publik harus melihat
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internal fungsi dari pelayanan, sehingga kebijakan yang dibuat dapat realistis dan
tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kendali. Hal-hal
ini tentunya menjadi catatan yang perlu dibenahi untuk mengembalikan
kepercayaan masyarakat terhadap. pelayanan.umum tersebut. Sehingga salah satu
kendala dalam pelaksanaan perizinan untuk pelaku usaha dapat berkurang dan
tingkat penertiban usaha-usaha; khususnya karaoke menjadi lebih baik.

Pada hakikatnya, kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dalam
suatu waktu dan untuk kebaikan semua pihak. Peraturan atau kebijakan juga akan
menjadi efektif jika didukung dengan sarana, prasarana, ataupun instrumen yang
memadai. Baik itu secara fisik, kelembagaan, aktor penyelenggara maupun aspek
non-fisik lainpya. Dalam hal ini berarti pemerintah juga harus sejalan dan
memiliki keterkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan dan™ segala insttumen lainnya. Sehingga sudah seharusnya jika
pemerintah memberikan pelayanan maksimal yang tidak keluar dari dasar atau

peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha.untuk membuat izin usaha
Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas
dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang
dimiki oleh manusia terdiri dari kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa
silam, dan kemungkinan masa depannya. (Soemitro, 2002, p. 12) Berdasarkan
pernyataan tersebut, kesadaran akan pengurusan izin usaha ini melibatkan semua

elemen kesadaran manusia itu sendiri. Sehingga kesadaran dalam melakukan
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pengurusan izin usaha wajib dan sudah seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha.
Namun, kendalanya tidak semua manusia dapat melakukan hal ini. Hal ini juga
dipengaruhi oleh kebiasaan dan lingkungan yang ada di sekitar manusia tersebut.
Kondisi ini relevan dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan
pembuatan izin usaha di Kota Dumai.

Tidak semua pemilik usaha karagke; khususnya di Kota Dumai sadar akan
pentingnya kepemilikan‘izin usaha yang mereka kelola.” Untuk tercapainya sasaran
berupa perubahan pola pikir akan pentingnya izin usaha, khususnya usaha
karaoke, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan. Seperti pembinaan yang
terpadu serta sosialisasi tentang pentingnya memiliki_surat izin dalam usaha dan
pengawasan yang berkelanjutan. Hal-hal yang juga perlu disampaikan bahwa
adanya izin usaha ini bertujuan agar pertumbuhan dan perkembangan usaha ini
dapat terarah dan terjamins-keberadaannya. Sehingga diperlukannya izin usaha
tersebut, yang sekaligus merupakan langkah upaya penataan dan penertiban agar
citra dan mutu pelayanannya dapat lebih ditinggatkan lagi. Dengan demikian
sesungguhnya pemberian izin usaha ini adalah merupakan suatu keharusan dan
wajar bagi semua pemilik usaha. Hal-hal tersebut diharapkan meningkatkan akan
kesadaran masyarakat pemilik usaha untuk membuat atau melaksanakan prosedur
perizinan usaha.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar
Usaha Pariwisata merupakan sebuah kebijakan yang bersifat baru, oleh sebab itu
harus dilakukan komunikasi terhadapat masyarakat dalam bentuk sosialisasi.

Sosialisasi mempunyai arti penting yaitu agar pengusaha karaoke dapat menata
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kembali usaha karaokenya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah
diberitahukan sehingga dapat terciptanya suasana yang kondusif di Kota Dumai.
Dalam hal ini yang berperan dalam mensosialisasikan adalah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu.Satu Pintu (DPMPTSP). Yang menjadi sasaran
dari sosialisasi ini adalah pengusaha karaoke dan masyarakat kota dumai guna
mengetahui bahwa pentingnya.untuk mengurus izin usaha tersebut.

Jika seorang pengusaha belum memiliki izin usahanya, maka hal inilah
yang dapat menghambat kelancaran dan pekembangan usahanya itu sendiri. Hal
tersebut membuat tidak adanaya jaminan dan perlindungan dari pemerintah atas
usaha yang sedang dijalankannya. Akan tetapi, kurangnya kesadaran dari pihak
pemilik usaha yang merasa tidak peduli terhadap pentingnya akan izin usaha yang
dijalankannya inilah  yang menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan
perizinan ini. Selain itu, hambatan besar lainnya yaitu kurangnya pengawasan dari
pihak pengawas terkait dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini juga diperparah
dengan kurang tegasnya atas sanksi yang diberikan kepada pemilik usaha yang
tidak memiliki izin dan kemudian tetap menjalankan usahanya tersebut.

Definisi sanksi sendiri merupakan.hukum negatif kepada orang yang
melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan denda adalah hukuman
dengan cara membayar uang kepada pemerintahan dikarenakan melanggar
peraturan atau hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi
denda adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar
peraturan dengan cara membayar uang. Namun, sanksi ini kemudian menjadi

salah satu faktor munculnya penyalahgunaan kekuasaan dan peraturan. Undang-
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Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan
yang diperkenankan dan tidak diperkenankan untuk masyarakat. Agar Undang-

Undang dan peraturan tersebut dipatuhi maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya

secara u 1k i i er| - dengan baik

jika adan negara, Yyaitu

pemerintah gsinya sebagai

aparatur ne a layanan yaitu

20T

masyarakat

T
Q_J
3.

:
e
=
=.

23
&
=)

menaati aturan yang telah dibuat. Usaha penindaklanjutan dapat dilakukan baik itu
berupa langkah preventif atau pencegahan yaitu dengan pengawasan secara
berkala yang dilakukan oleh pihak terkait. Juga adanya langkah represif yang
dilakukan jika dari hasil pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran-pelanggaran

oleh pelaku usaha yang terjadi.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil p

Berdasarkan

anda Daftar

groleh izin usaha
yang harus di

m. Kemudian

pengusaha karaoke yang masih belum mengantongi izin usahanya.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke di
Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata semestinya tidak lagi ditemukan
kendala-kendala yang terjadi, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian

penulis di lapangan masi terdapat kendala antara lain adalah adanya SK
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Walikota Dumai Nomor 162/DPM-PTSP/2019 Tentang Penetapan Jumlah

Usaha dan Tempat Izin Usaha Arena Permainan dan Usaha Karaoke di Kota

Dumai, untuk pembatasan izin usaha karaoke sehingga dengan adanya

B. Saran
Bedasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapar
memberikan saran sebagai berikut :
1.  Dalam proses pelaksanaan perizinan usaha karaoke sebaiknya pemilik usaha
karaoke sebelum kegiatan usaha tersebut dilaksanakan alanghkah baiknya

terlebih dahulu mengetahui dan memahami Peraturan Walikota Nomo 24
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Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang didalamnya
terdapat izin usaha karaoke. Sosialisasi tentang peraturan perizinan harus

sering disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan

usaha

Sebai me ta i melak 3 an pengawasan
KI izin resmi yang

Terpadu Satu

tetapi didalamnya terdapat usaha karaoke.
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